
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.15, 2024 BPJS Kesehatan. Prosedur Penjaminan Pelayanan 
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Kesehatan. Pencabutan 

 
 

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 
NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG  

PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PROSEDUR PENJAMINAN 

PELAYANAN REFRAKSI DAN KACAMATA PADA FASILITAS KESEHATAN 

TINGKAT PERTAMA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

DIREKTUR UTAMA  

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, 
 

 
Menimbang  : a.  bahwa penjaminan pelayanan refraksi dan kacamata 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 

  b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam 

pengembangan sistem pelayanan kesehatan dan kendali 
mutu, perlu mencabut Peraturan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang  
Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi dan Kacamata 
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam 

Program Jaminan Kesehatan; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan tentang Pencabutan Peraturan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi 
dan Kacamata pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

dalam Program Jaminan Kesehatan;  
Mengingat  :   1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 
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3.  Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor  130); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
33); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 874); 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN 

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 
TAHUN 2020 TENTANG PROSEDUR PENJAMINAN 
PELAYANAN REFRAKSI DAN KACAMATA PADA FASILITAS 

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM PROGRAM 
JAMINAN KESEHATAN. 

 

Pasal 1 
  Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Prosedur Penjaminan Pelayanan 
Refraksi dan Kacamata pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 430), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 
  Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Januari 2024 

          
DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA  

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, 
 

ttd. 
 
 ALI GHUFRON MUKTI 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Januari 2024 
 
DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
ASEP N. MULYANA 
 

 

 

 


